
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU  

KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT 

  

 

 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI‟AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  

DALAM ILMU HUKUM 

 

OLEH: 

ENANG MUHAMMAD FIRDAUS 

NIM 0934 0025 

 

DOSEN PEMBIMBING: 

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum. 

2. ISWANTORO, S.H., M.H. 

 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI‟AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2013



 

i 
 

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU  

KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT 

  

 

 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI‟AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  

DALAM ILMU HUKUM 

 

OLEH: 

ENANG MUHAMMAD FIRDAUS 

NIM 0934 0025 

 

DOSEN PEMBIMBING: 

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum. 

2. ISWANTORO, S.H., M.H. 

 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI‟AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2013 



 

ii 
 

ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  maraknya praktik pembentukan 

Daerah Otonomi Baru (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia selama 

kurun waktu lebih dari satu dasa warsa terakhir, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas hukum dalam proses pembentukan daerah otonomi 

Kabupaten Pangandaran.  Adapun permasalahan yang akan dijawab pada 

penelitian ini adalah, bagaimana proses pembentukan daerah otonomi baru 

Kabupaten Pangandaran, apakah pembentukannya sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan identifikasi 

faktor-faktor yang mewarnai proses pembentukan daerah  Kabupaten 

Pangandaran. 

Penelitian hukum sosiologis (Sosio Legal research) ini mengambil data 

pada 6 Februari 2013 sampai dengan 2 Maret 2013 di wilayah Kabupaten Ciamis 

dan Kabupaten Pangandaran, dengan menggunakan pendekatan yuridis normative 

dimana data yang dikumpulkan dipadu dan dikaji berdasarkan norma dan/atau 

peraturan perundangan yang berlaku dan disajikan dalam bentuk deskriptif 

kualitatif mengingat dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui 

sesuai atau tidaknya pembentukan daerah otonomi baru berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah 

serta efektivitas dalam pengimplementasian peraturan tersebut di lapangan.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa proses 

pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan 

alur yang telah ditetapkan secara normatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, 

hal ini dikarenakan tim presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran pada saat 

proses penyelesaian administrasi di tingkat provinsi induk, tim presidium juga 

memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten 

Pangandaran, hal tersebut menghasilkan Pemekaran Kabupaten Pangandaran 

masuk Program Legislasi Nasional pada tahun 2009, hal tersebutlah yang 

memudahkan pembentukan Kabupaten Pangandaran pada tahap-tahap 

selanjutnya. Secara Administratif, Teknis dan Fisik Kewilayahan Kabupaten 

Pangandaran secara eksplisit telah sesuai  dan mendapatkan kategori 

„direkomendasikan‟ untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru. Adapun faktor-

faktor yang mewarnai proses pembentukan Kabupaten Pangandaran lebih 

didominasi oleh faktor pendukung dibandingkan dengan faktor-faktor yang 

menghambat pembentukan, meskipun secara kasatmata pembentukannya berjalan 

lancar, beberapa kebijakan pemerintah sempat menghambat jalannya proses sebut 

saja kebijakan moratorium pemekaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

melalui Menteri Dalam Negeri. 
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MOTTO 

 

Keadilan adalah tujuan, Kebenaran adalah jalan, Kejujuran adalah 
modal, Niat adalah cermin Kontrol (Agus Heryanto) 

Hidup di Dunia adalah sesaat, Kehidupan Akhirat adalah keabadian  
berinvestasi cerdas untuk masa keabadian adalah harga mati. 

Laa Illaha illa anta Subhanaka inni quntu minadz dzalimin…  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pemerintah daerah sejak Era reformasi telah mendapatkan satu 

tanggung jawab lebih besar dari masa sebelumnya untuk mengatur urusan 

daerah, hal itu dimungkinkan dengan adanya upaya dari pemerintah pusat 

untuk mengaplikasikan makna desentralisasi sebagaimana diamanatkan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlepas itu dari 

tekanan yang diberikan oleh masyarakat ataupun kalangan akademis.  

Desentralisasi dinilai menjadi antitesis dari ajaran dalam 

pengelolaan pemerintahan, sebagai sebuah konsep penyelenggaraan 

pemerintahan, desentralisasi menjadi pilihan akibat ketidakmungkinan 

sebuah negara dengan wilayah yang luas dan berpenduduk  banyak untuk 

mengelola manajemen pemerintah secara sentralistik
1
. 

Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia pasca reformasi,  

membuat otonomi daerah sebagai langkah pasti, lahirnya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 dan dirubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diformulasikan 

                                                           
1
 Tri Ratnawati, “Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi”. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1. 



 
 

2 
 

untuk menggantikan Perundang-undangan yang lama yang sebelumnya 

berparadigma sentralistis. 

 Pergantian sistem tersebut memang tidak begitu saja datang dari 

atas/ pemberian pemerintah, hal tersebut membutuhkan perjuangan yang 

lama dan berliku. Seperti diketahui bersama pada masa itu pula 

pemerintah disibukkan dengan masalah disintegrasi di Indonesia. Dengan 

kebijakan otonomi daerah tersebut pemerintah seolah menjawab tuntutan 

rakyat akan era keterbukaan politik (demokratisasi).
2
 Disamping 

pemerintah tidak ingin kehilangan daerah yang melepaskan diri lagi 

setelah Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Bumi Pertiwi. 

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang 

Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan 

Penggabungan Daerah diformulasikan sebagai regulasi untuk menjalankan 

aturan terkait Pembentukan Daerah yang tertuang dalam Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Peraturan 

ini memfasilitasi proses pembentukan daerah, dimana pada masa ini 

pembentukan daerah menjadi pilihan setelah kebijakan pada era reformasi 

mematangkan sistem desentralisasi termasuk di dalamnya desentralisasi 

politik, administrasi, kewenangan dan pemerintahan. 

Terlepas dari itu semua, ternyata munculnya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro atau 

setuju menyatakan bahwa Undang-undang tersebut sangat demokratis dan 

                                                           
2
 Lili Romli, “Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal” (Yogyakarta: 

Pustaka pelajar, 2007), hlm. 13. 
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bahkan bersifat liberal. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan 

kepada daerah atas prakarsa sendiri. Banyak kemajuan – kemajuan dalam 

isi Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Sementara pihak yang tidak 

setuju mengatakan bahwa Undang-undang tersebut masih bersifat 

setengah hati dan masih menerapkan paradigma lama. Belum terjadi 

perubahan yang signifikan terhadap otonomi daerah. 

Seiring berjalannya waktu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dinilai lemah dari segi kebijakan dan 

implementasi, sehingga akhirnya pemerintah merevisi Undang-undang 

tersebut, menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, dalam undang-undang ini pula diatur mengenai 

pemilihan Kepala Daerah secara langsung, hingga saat ini regulasi terkait 

pemerintah daerah telah melalui beberapa kali perubahan meskipun 

perubahan tersebut bersifat parsial, perubahan yang terakhir adalah 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  

Terlepas dari semua problematika yang ada dan memberikan warna 

dari mulai peraturan hingga kebijakan. Peraturan pemerintah daerah sejak 

masa awal reformasi membuat geliat daerah semakin aktif, daerah-daerah 

yang pada masa orde baru terkebiri karena sistem sentralisasi kini mulai 

bergerak untuk mendapatkan hak–haknya, dengan aksi yang paling riil 

menggunakan „senjata‟ otonomi daerah, menuntut pemerintah pusat 



 
 

4 
 

memberikan sepenuhnya kewenangan untuk mengurusi daerahnya sendiri. 

Hingga yang paling klimaks adalah masyarakat yang menuntut pemerintah 

merestui pemekaran daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru. 

Maraknya praktik pembentukan daerah otonomi di Indonesia 

dalam kurun  waktu satu dasa warsa terakhir mengakibatkan ledakkan 

jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia, sebagai perbandingan 

pada masa sebelum reformasi jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di 

Indonesia adalah pada Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 

provinsi. Namun setelah pada masa Reformasi, banyak provinsi yang 

dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah 

yang cukup besar, hingga saat ini jumlah provinsi di Indonesia mencapai 

34 Provinsi, 410 Kabupaten dan 98 Kota Madya.
3
  

Pada rentang waktu satu dasa warsa terakhir yakni pada tahun 2007 

Pemerintah mengganti regulasi terkait pembentukan daerah yakni 

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan 

Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan 

Daerah karena dianggap terlalu mudah dalam meloloskan daerah, 

peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 

Daerah, peraturan yang terbaru dinilai lebih ketat dari peraturan 

sebelumnya. 

                                                           
3 Daftar jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia tahun 2013, Kemendagri 

http://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota, diakses pada tanggal 15 Mei 

2013. 

http://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota
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Perdebatan mengenai pemekaran daerah pun berkembang di Jawa 

Barat. Sebagai provinsi dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang 

cukup besar, Jawa Barat menghadapi permasalahan yang cukup kompleks 

dalam hal rentang kendali dan penyebaran pembangunan. Kesenjangan 

pembangunan akibat pemusatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah 

kawasan menimbulkan persoalan-persoalan kesejahteraan, seperti 

kemiskinan, pengangguran, dll. Bahkan isu etnisitas yang membedakan 

antara Priangan dengan non Priangan turut mewarnai wacana pemekaran 

daerah di Jawa Barat.
4
 

Tercatat hingga saat ini ada ratusan proposal pengajuan pemekaran 

daerah di Gedung DPR RI. Namun, yang terbaru pada tanggal 16 

November 2012, Presiden hanya mengesahkan lahirnya 1 (satu) Provinsi 

dan 4 (empat) Kabupaten baru, tertuang dalam penandatanganan Undang-

undang  Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan 

Utara,  Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran, Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Manokwari Barat, Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak.  

Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonom Baru yang 

sebelumnya masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Ciamis, maka sejak 

Undang–undang Nomor 21 Tahun 2012 tersebut diundangkan oleh 

                                                           
4
 Lihat Tim Kajian, “Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis”, 

(Ciamis: Bappeda Kabupaten Ciamis dan Universitas Padjadjaran Bandung, 2008), Bab 2 hlm. 16. 
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Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 17 November 2012 telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap sebagai daerah otonom dengan segala hak 

berupa kekayaan/ aset bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya 

masuk dalam PAD Kabupaten Ciamis. 

B. Pokok  Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten 

Pangandaran? 

2. Apakah pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran 

sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan 

Perundang-undangan? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat terbentuknya Daerah Otonomi 

Baru Kabupaten Pangandaran? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui bagaimana proses Pembentukan Daerah 

Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran. 

b. Untuk menganalisis apakah syarat-syarat yang dipenuhi dalam 

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pangandaran  sesuai 

atau tidak  dengan peraturan Perundang-undangan.  
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c. Untuk mengidentifikasi  berbagai  faktor pendukung ataupun 

penghambat selama proses Pembentukan Daerah Otonom Baru 

Kabupaten  Pangandaran. 

  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan 

informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Pembentukan 

Daerah Otonomi Baru di Indonesia. 

b. Dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

D. Telaah Pustaka  

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang 

telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran 

terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pembentukan daerah 

otonom, diantaranya adalah sebagai berikut:  

Arini Dwi Hapsari
5
 “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan 

Penggabungan Daerah terhadap Pemekaran Daerah di Indonesia” yang 

mengkaji tentang latar belakang pembentukan PP Nomor 78 Tahun 2007 

dan menganalisa dampak penurunan atau pertambahan intensitas usulan 

                                                           
5
 Arini Dwi Hapsari. “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap Pemekaran Daerah di 

Indonesia”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2012. 
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pemekaran daerah di Indonesia karena PP tersebut. Hasil dari 

penelitiannya adalah: (1) Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2007 dilatarbelakangi oleh perubahan Undang–undang Nomor 32 

Tahun 2004. Disamping itu juga dikarenakan banyaknya daerah otonom 

baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya, 

yaitu PP Nomor 129 Tahun 2000, tidak mampu mencapai tujuan 

pemekaran akibat pengaturan persyaratan yang relatif longgar. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 syarat pemekaran diperketat, 

yaitu adanya syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus 

dipenuhi. Dengan hal ini diharapkan agar usulan pemekaran DOB dapat 

dipersiapkan lebih matang sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan 

pembentukan DOB, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tidak mampu 

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan intensitas 

usulan pemekaran daerah di Indonesia, Intensitas usulan pemekaran 

daerah pada masa berlakunnya PP 78/2007 masih cukup tinggi. 

Nanda
6
“Tinjauan Yuridis Pemekaran Kabupaten Belitung Timur 

Provinsi Bangka Belitung” yang mengkaji mengenai pemekaran yang ada 

di Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur dalam upaya pemekaran 

Kabupaten/ Kota, sudah memenuhi ketentuan – ketentuan hukum  dan 

upaya pemerintah dalam memenuhi persyaratan pemekaran tersebut, 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

                                                           
6
 Nanda, “Tinjauan Yuridis Pemekaran Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka 

Belitung” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2010. 



 
 

9 
 

Tabi‟in
7
 “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten 

Seruyan dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah” yang 

mengkaji tentang dampak pemekaran wilayah sesudah ditetapkannya 

Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara sebagai daerah otonom 

baru, yang hasilnya kedua Kabupaten baru tersebut dari segi indeks 

ekonomi daerah meningkat, namun dari segi ketergantungan fiskal, indeks 

pelayanan publik, indeks aparatur pemerintahan daerah dinilai menurun. 

Adapun penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif 

sekunder. 

Arco Misen ujung
8
 “Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten/ 

Kota di Indonesia Studi Kasus Pemekaran di Kabupaten Pakpak Barat dari 

Kabupaten Dairi” yang mengkaji  mengenai bagaimana pengaturan 

pemekaran daerah di Indonesia, khususnya kabupaten Pakpak Barat dan 

hal–hal yang harus diperhatikan oleh daerah otonom baru tersebut, 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. 

Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu sama–sama 

meneliti tentang prosedur pembentukan yang diatur dalam Perundang-

undangan yang berlaku dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian, proses pembentukan, 

analisis syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang diatur 

                                                           
7
 Tabi‟in “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten 

Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah” Skripsi FISIP  Universitas Muhamadiyah Yogyakarta,  

2011. 
8
 Ujung Arco Misen, “Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Studi 

kasus Pemekaran di Kabupaten Pakpak Barat dari Kabupaten Dairi” Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, 2011. 
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dalam PP 78 Tahun 2007, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 

faktor penghambat proses pembentukan  Kabupaten Pangandaran. 

Tomi Mardiansyah
9
“ Pembentukan Kepulauan Anambas dalam 

Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah” dalam penelitiannya mengkaji 

tentang bagaimana pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dari hasil penelitiannya memaparkan 

bahwa terbentuknya Kepulauan Anambas dimulai dari keinginan 

masyarakat untuk menjalankan pembangunan berbasiskan masyarakat 

guna peningkatan kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut didukung dengan 

sumber daya alam kabupaten Kepulauan Anambas sangat melimpah dan 

diimbangi dengan semakin meningkatnya kemampuan sumber daya 

manusia Karena faktor pendidikan yang ada di masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Anambas. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas telah 

sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 

sebagai landasannya yang menyebutkan pembentukan daerah harus 

memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan demi 

terselenggaranya otonomi daerah yang baik. 

Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu sama–sama 

meneliti tentang prosedur pembentukan yang diatur dalam Perundang-

undangan yang berlaku dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian, proses pembentukan, 

analisis syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang diatur 

                                                           
9
 Tomi Mardiansyah “Pembentukan Kepulauan Anambas dalam Rangka Pelaksanaan 

Otonomi Daerah” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. 

2011. 
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dalam PP 78 Tahun 2007, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 

faktor penghambat proses pembentukan  Kabupaten Pangandaran. 

 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Negara Hukum  

Pemikiran Negara hukum dimulai sejak plato dengan 

konsepnya “bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang 

didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya 

dengan istilah nomoi”.
10

 Kemudian ide tentang Negara hukum atau 

rechtsstaat mulai populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat dari 

situasi social politik di Eropa yang didominir oleh asbolutisme.
11

 

Mengenai Negara hukum ini belum ada kesamaan pendapat 

antara para sarjana; konsekwensinya di Eropa dikenal dua tipe pokok 

Negara hukum, yaitu:
12

 

a. Tipe Anglo Saxon (Inggris, Amerika), yang berintikan Rule 

of Law. 

b. Tipe Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, 

Skandinavia), yang berintikan rechtsstaat (negara hukum). 

 

                                                           
10

 Muhamad Tahir Azhary, “Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya 

Dilihat dari Segi Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini”, 

(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.  
11

 Ibid, hlm. 88. 
12

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “Perbandingan Hukum Administrasi Negara” 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 20.  
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Menurut Padmo Wahyono dan Sudargo Gautama sebagai mana 

dikutip oleh Muhamad Tahir Azhari,  konsep Negara hukum yang 

dikemukakan oleh Stahl ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:
13

 

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia; 

b. Negara didasarkan pada teori trias politica; 

c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang 

(wetmatig bestuur); dan 

d. Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas 

menangani kasus perbuatan melanggara hukum oleh 

pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).  

Gagasan Negara hukum yang berasal dari stahl ini dinamakan 

Negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu 

pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.
14

 

Berdasarkan dengan “Rule of Law”, A.V. Dicey dalam 

bukunya The Law of The Constitution mengemukakan, bahwa paham 

Rule of Law itu memuat tiga unsur, yaitu:
15

 

a. Supremacy of Law; 

Artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi; 

hukum berkuasa penuh atas Negara dan rakyat. 

Konsekwensinya Negara tidak dapat dituntut apabila 

                                                           
13

  Dikutip oleh Muhamad Tahir Azhary, “Negara Hukum:… hlm.89. 
14

  Ibid. Hlm. 89. 
15

  C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “Perbandingan Hukum Administrasi, … hlm. 20. 
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bersalah, the state can do no wrong.
16

 Yang dapat dituntut 

apabila bersalah hanyalah manusianya. Dalam hal ini 

Negara tidak diidentikkan dengan pejabat Negara; Negara 

tidak dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat 

Negara, dan dialah yang dihukum.
17

 

b. Equality Before The Law; 

Artinya, semua orang baik pejabat pemerintah 

maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut 

pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik 

sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam 

hukum.
18

 Hal ini merupakan pencerminan dari pendirian 

liberalisme, individualisme, freedom of individu yang 

meliputi: Kebebasan berfikir dan sebagainya.
19

 

c. Konsititusi yang bersandarkan pada hak-hak asasi 

  

2. Teori Otonomi Daerah  

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah mempunyai dua arti 

Pertama, dalam arti formal otonomi daerah diperlukan dalam rangka 

memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kedua,  

dalam arti materiil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha 

mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip Negara 

                                                           
16

 Ibid, … hlm. 23.  
17

 Ibid, … hlm. 23. 
18

 Ibid, … hlm. 23. 
19

 Ibid, … hlm. 23. 
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kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar Negara 

berdasarkan atas hukum.
20

 

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang–undang Nomor 32 Tahun 

2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan.
21

 

Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi 

daerah di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 

Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437). 

b. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan 

Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844). 

  

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Asas Otonomi 

yang berlaku adalah Seluas-luasnya, Nyata dan Bertanggungjawab. 

                                                           
20

 Bagir Manan, Menyongsong  Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Cetakan Pertama,  

Pusat Studi Hukum UII, 2005), hlm. 59. 
21

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (5). 
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Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di 

luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, 

peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
22

 

Adapun prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa 

untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

tugas, wewenang, dan kebijakan yang senyatanya telah ada, serta 

berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan 

potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi 

bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (otonomi 

bersifat objektif).
23

 

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung 

jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – 

benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang 

pada dasarnya  untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan 

kesejahteraan  rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 

nasional.
24

 

Sedangkan, tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektifitas 

dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat sehingga tujuan yang 

                                                           
22

 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 

hlm.122. 
23

 Ibid, … hlm.122. 
24

 Ibid. … hlm.122. 
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diharapkan dapat menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai 

bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan 

kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses 

pertumbuhan.
25

 

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, 

prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah: 

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek 

demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka 

ragaman daerah. 

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, 

nyata dan bertanggung jawab. 

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan 

pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi 

adalah otonomi yang terbatas. 

d. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara 

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan 

daerah.  

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 

kemandirian daerah kabupaten dan derah kota tidak lagi 

wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan 

khusus yang dibina oleh pemerintah. 

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan 

dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, 

fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

g. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi 

dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk 

melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan 

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya 

di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai 

pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia 

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 

 

 

 

                                                           
25

 H.A.W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), Hlm. 17. 
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3. Teori Pembentukan Daerah  

a. Pembentukan Daerah di Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk negara 

kesatuan. Menurut C.F. Strong Negara kesatuan ialah berbentuk 

negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu 

badan legislatif nasional/ pusat. Kekuasaan terletak pada 

Pemerintahan Pusat dan tidak pada Pemerintahan Daerah. Miriam 

Budiarjo, berpendapat bahwa Pemerintah pusat mempunyai 

wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada 

daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem 

desentralisasi).
26

  

Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada 

daerah berlainan dengan souvereiniteit atau kedaulatan negara; 

souvereiniteit merupakan suatu atribut dari negara, akan tetapi 

tidak merupakan attribut dari bagian-bagian negara itu, yang hanya 

dapat memperoleh hak-haknya dari negara dan yang justru sebagai 

bagian dari negara diberi hak untuk berdiri sendiri (Zelfstandig) 

akan tetapi tidak merdeka (Onafhankelyk) dan tidak lepas dari atau 

sejajar dengan negara.   

 

b. Desentralisasi  

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak 

                                                           
26

 Rozali Abdullah, “Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu 

Alternatif”, (Jakarta, Raja Grafindo, 2002), hlm. 81. 
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semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan 

dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih 

rendah, baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. 

Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan 

dibiarkan mengatur dan mengurusi sendiri sebagian urusan 

pemerintahan.
27

 

 

Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, Bagir Manan 

Mengemukakan:  

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, 

desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban 

pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan 

pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian 

dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang 

bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara 

keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di 

daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun 

demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak 

boleh ada fungsi dekonsentrasi.
28

 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
29

 

Desentralisasi, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, 

telah melahirkan banyak sekali antusiasme baru bagi pemerintahan 

terutama di Negara-negara berkembang pada umumnya memiliki 

sejarah pengelolaan pemerintahan yang sentralistik. Wacana 

                                                           
27

 Philipus M. Hadjon dalam Tutik triwulan titik, Konstruksi Hukum Tata Negara 

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media 

Group, 2010),  hlm. 250. 
28

 Idem,  hlm. 250. 
29

  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1. 
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desentralisasi berkembang seiring dengan kebutuhan mereka untuk 

menata sistem pemerintahannya menjadi lebih baik
30

. 

 

c. Pengembangan Wilayah 

Ada beberapa teori tentang pengembangan wilayah 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

Polarization  effect dan Trickle down effect. Teori tersebut 

mengungkapkan pandapat bahwa perkembangan suatu wilayah 

tidak terjadi secara bersamaan. Dalam teori ini terdapat sistem 

polarisasi perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan 

memberikan efek ke wilayah lainnya, atau dengan kata lain, suatu 

wilayah yang berkembang akan membuat wilayah di sekitarnya 

akan ikut berkembang.
31

 

Sedangkan Friedman mengemukakan teori pusat 

pertumbuhan teori ini lebih menekankan pada pembentukan hirarki 

guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan dengan 

asumsi bahwa dengan adanya pusat pertumbuhan akan lebih 

memudahkan dan pembangunan akan lebih terencana.
32

 

Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang 

dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah 

yang ada, untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan 

                                                           
30

 Koirudin, “Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan 

Otonomi Menuju Kemandirian Daerah”. Malang. Averroes Press.2005, hlm. 7. 
31 Hirchmant dalam Agus Siswadi November 2010 http://agusfasis.blogspot.com/2010/11/teori-

pengembangan-wilayah.html?q=teori+pengembangan+wilayah diakses pada tanggal 24 april 2013. Lihat 

juga Sjarifudin Akil dalam jurnalnya, “ Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah: Sejarah Penataan 

Ruang di Indonesia”  bab 7, hlm. 6. 
32

 Ibid  

http://agusfasis.blogspot.com/2010/11/teori-pengembangan-wilayah.html?q=teori+pengembangan+wilayah
http://agusfasis.blogspot.com/2010/11/teori-pengembangan-wilayah.html?q=teori+pengembangan+wilayah


 
 

20 
 

kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat khususnya 

dan dalam skala nasional.
33

 

 

d. Penataan Wilayah (Territorial Reform)  

Penataan wilayah dalam pengertian yang sempit mencakup 

pemekaran daerah yaitu pembentukan, penggabungan, maupun 

pemecahan suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah baru yang 

berdiri sendiri dalam sebuah wilayah negara, terkait erat dengan 

pengertian ini adalah political geography dan politic of land 

ownership.
34

 

Sedangkan dalam arti luas penataan wilayah memiliki 

pengertian yang lebih luas dari sekedar pemekaran yang fokusnya 

pada garis batas wilayah (border), yaitu penataan kelembagaan 

pemerintahan, mencakup struktur dan sumberdaya, serta penataan 

hubungan lembaga pemerintahan dengan institusi-institusi non-

pemerintah, yang terdiri dari market dan  civil society  dalam 

kerangka  governance.
35

  

Penataan wilayah dalam kaitannya dengan manajemen 

pemerintahan merupakan suatu upaya untuk menata atau mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan agar fungsi-fungsi pemerintahan 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi 

                                                           
33

 H.R. Mulyanto seperti yang dituliskan kembali dalam Laporan Hasil Akhir Kajian 

Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis. Bappeda Kab. Ciamis Tahun 2008 Bab II, Hlm. 1 
34

 Laila dan Longgina, Penataan Daerah Sebagai Penataan Institusi. Disampaikan dalam 

Seminar Internasional ke-VIII, “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform dan 

Dinamikanya”, Salatiga. 2007. hlm. 1. 
35

 Idem, … hlm. 1. 
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pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi pengaturan 

(regulasi), pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
36

  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode 

penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan 

laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, 

penyusun menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (sosio legal 

research). Penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian Hukum 

Sosiologis (Sosio Legal Research) dan secara spesifik merupakan 

penelitian terhadap efektivitas hukum.
37

 Adapun dalam hal ini 

mempelajari dan menelaah efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2007 terhadap alur proses pembentukan, syarat administratif,  

teknis dan fisik kewilayahan. 

 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

normatif yuridis, Adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan 

                                                           
36

 Lihat Tinjauan Teoretis Tim Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 

2008. Bappeda Kabupaten Ciamis. 
37

 Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum 

ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis 

atau empiris. Jenis Penelitian Hukum Sosiologis kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Penelitian 

terhadap Identitas Hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap Efektivitas Hukum. lihat 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. 
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menelaah proses pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten 

Pangandaran dengan proses yang ditentukan secara normatif dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, kemudian menganalisis 

terhadap hasil kajian akademis terkait syarat-syarat yang dipenuhi 

Kabupaten Pangandaran untuk menjadi daerah otonomi baru, dan yang 

terakhir mengumpulkan data terkait faktor-faktor pendukung dan 

penghambat pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten 

Pangandaran. 

 

3. Unit Analisis Penelitian 

Dari pokok bahasan dan permasalahan yang ada, maka 

penyusun memilih Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, 

Provinsi Jawa Barat sebagai unit analisis penelitian ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian 

ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:  

a. Observasi 

Metode observasi ini digunakan penyusun guna 

pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan 

secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. 

Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Kabupaten Ciamis dan 
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Kabupaten Pangandaran untuk mengamati langsung berbagai hal 

atau kondisi yang ada di lapangan.  

 

b. Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah 

menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan 

responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. 

Adapun yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini 

adalah Ketua dan Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten 

Pangandaran, Kabag Hukum Setda Kabupaten Ciamis, Kabag 

Organisasi Setda Kabupaten Ciamis, Kabag Pemerintahan Umum 

Setda Kabupaten Ciamis, Bappeda Kabupaten Ciamis dan DPRD 

Kabupaten Ciamis 

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, peta, buku, dan 

sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi 

yang bersumber dari dokumentasi objek yang bersangkutan dan 

yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. 

Adapun dokumentasi yang berhasil ditemukan di lapangan 

adalah: Hasil Kajian Akademis, Bahan Laporan DOB Kabupaten 

Pangandaran Pokja III DPRD, Laporan Awal Tim Fasilitasi 

Umum DOB Kabupaten Pangandaran, Peta Kabupaten 
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Pangandaran, Lampiran Surat DPR RI tentang kelengkapan 

persyaratan administrasi pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis 

untuk Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Laporan Akhir 

Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis. 

 

5. Analisis Data 

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data 

yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjabarkan seluruh 

permasalahan yang ada, dalam kasus ini adalah penjabaran proses 

pembentukan Kabupaten Pangandaran disajikan dengan data-data 

yang ditemukan dan data-data yang terkait syarat-syarat pembentukan 

kemudian dianalisa berdasarkan peraturan Perundang-undangan. 

Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang 

bersifat khusus, seperti halnya data dari lapangan, kemudian ditarik 

konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah, 

penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari 

pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut:  

Bab pertama, adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi 

skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 
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kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah  membahas mengenai tinjauan umum tentang 

Negara Hukum, Otonomi daerah termasuk di dalamnya pengertian, dasar 

hukum, asas dan prinsip otonomi daerah,  tujuan otonomi daerah, dan 

Pembentukan Daerah yang khusus membahas tentang pembentukan daerah 

dalam perspektif negara kesatuan, desentralisasi, pengembangan wilayah, 

penataan wilayah (Territorial Reform). 

Bab ketiga, adalah membahas mengenai pembentukan Daerah 

Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, yang di dalamnya akan diuraikan 

sejarah pembentukan, gambaran umum DOB Kabupaten Pangandaran 

(profil DOB Kabupaten Pangandaran, kondisi geografis, demografis, sosial 

budaya, sosial politik dan ekonomi). 

Bab keempat, adalah menjelaskan dan menganalisis proses 

pembentukan daerah otonomi Kabupaten Pangandaran, menganalisis 

sesuai atau tidaknya syarat-syarat pembentukan daerah otonomi baru 

Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses 

pembentukan DOB Kabupaten Pangandaran. 

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang 

terdiri dari kesimpulan dan saran – saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat dirumuskan kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, tidak 

sesuai dengan alur yang telah ditetapkan secara normatif dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, 

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, hal ini dikarenakan tim 

presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran pada saat proses 

penyelesaian administrasi di tingkat provinsi induk, tim presidium juga 

memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran 

Kabupaten Pangandaran, hal tersebut menghasilkan Pemekaran Kabupaten 

Pangandaran masuk Program Legislasi Nasional pada tahun 2009, hal 

tersebutlah yang memudahkan pembentukan Kabupaten Pangandaran pada 

tahap-tahap selanjutnya. 

Adapun fase-fase yang dilalui dalam pembentukannya adalah sebagai 

berikut: Pertama, fase di tingkat Masyarakat; Kedua, fase di tingkat 

Kabupaten Induk/ Kabupaten Ciamis; Ketiga, fase di tingkat Provinsi 

Induk/ Jawa Barat; Keempat, fase di tingkat Komisi II DPR RI (lobi 

politik); Kelima, fase di tingkat Mendagri, DPOD dan DPD (survey dan 

rekomendasi hasil kajian); Keenam, fase di tingkat Pemerintah Pusat (DPR 

dan Pemerintah). 
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2. Pembentukan Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan ketentuan 

syarat administratif, syara teknis dan syarat fisik kewilayahan, yang 

ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara 

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, meskipun ada 

beberapa aspek yang dimodifikasi terkait pemilihan calon ibukota 

kabupaten, dimana hasil kajian adalah Kecamatan Cijulang, tapi dengan 

keputusan dan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam surat  Presidium 

tertanggal 13 Januari 2009 Nomor: 01/P2KP/I/2009 perihal perubahan 

lokasi calon ibu kota, yang mengusulkan Ibukota Kabupaten berada di 

wilayah Kecamatan Parigi dengan alasan hasil kesepakatan bersama 

berbagai komponen masyarakat dan mempertimbangkan ketersediaan 

fasilitas, ketersediaan asset tidak bergerak milik pemerintah yang dapat di 

gunakan sebagai pusat perkantoran terpadu, rentang kendali Kecamatan 

Parigi dengan wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Pangandaran cukup 

berimbang, dan terakhir, jarak antara Kecamatan Parigi dengan daerah-

daerah yang terkesan terisolir cukup dekat. 

3. Faktor-faktor pendukung terbentuknya daerah otonomi baru lebih dominan 

daripada faktor penghambatnya, meskipun proses pembentukan daerah 

otonomi baru secara kacamata terkesan lancar, beberapa permasalahan 

birokrasi sedikit banyaknya mempengaruhi proses pembentukannya. 

Adapun faktor-faktor tersebut adalah, faktor pendukung: syarat-syarat 

terpenuhi, SDM mumpuni, status sebagai kawasan strategis nasional, 
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keterlibatan masyarakat, sedangkan faktor penghambat: birokrasi, 

(kebijakan moratorium, kesalahan manusia (human error)). 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Prolegnas tentang Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan 

Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang tertuang dalam pasal 23 Ayat (1) 

huruf (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, harus dibuat aturan pelaksana agar  

menjadi sselaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 

tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, 

sehingga menjadi sebuah peraturan yang baru yang mengakomodir 

kewenangan lembaga-lembaga yang berhak memberikan usulan berikut 

tatacara pembentukan, pemekaran, dan penghapusan daerah, begitupun 

dengan ketentuan perihal lembaga yang berwenang dalam memberikan 

usulan terhadap pembentukan, pemekaran, dan penghapusan daerah harus 

ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang jelas dalam hal ini 

adalah Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru.  

2. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan 

Penggabungan Daerah, dianggap lebih sulit daripada peraturan 

sebelumnya, hal tersebut memberikan dampak yang cukup serius apabila 

suatu daerah yang mengusulkan pemekaran akan tetapi tidak lolos dalam 

kajian akademis oleh pemerintah Provinsi/ Kabupaten Induk, dalam kasus 
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ini pemerintah wajib memberikan pengarahan, pembinaan hingga 

pembangunan terhadap daerah yang mengajukan usulan pemekaran/ 

pemisahan diri dari Provinsi/ Kabupaten Induk yang bersangkutan, agar 

daerah yang akan dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. Faktor pendorong terbentuknya Kabupaten Pangandaran yang bersifat 

alami seperti status kawasan khusus/ kawasan strategis nasional di bidang 

Pariwisata, harus bisa dimaksimalkan oleh Kabupaten Pangandaran untuk 

jadi daerah otonom yang mapan dan mandiri. Perbaikan terhadap sarana 

dan prasarana jalan raya sebaiknya menjadi prioritas utama, agar daya 

tarik pariwisata laut bisa lebih optimal dan memberikan pendapatan yang 

lebih besar sehingga memberikan pendapatan yang bisa memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya.  
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78 TAHUN 2007 

TENTANG  
 

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN  

PENGGABUNGAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

a. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan 
penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan 
dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga 
perlu diganti; 

Menimbang : 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; 

 
Mengingat 

 

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

MEMUTUSKAN: . . . 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN 
DAERAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 
7. Pembentukan . . . 
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7. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada 
wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah 
kabupaten/kota. 

8. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai 
daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. 

9. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang 
dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. 

10. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau 
kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 

11. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran 
dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan 
otonomi daerah. 

12. Kajian daerah adalah kajian provinsi dan 
kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh 
kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan 
daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif 
terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan 
penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki 
karakteristik tersendiri. 

13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 

14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN DAERAH 
 

Pasal 2 
(1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan 

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan 
atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah 
atau lebih. 

(2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau 
daerah kabupaten/kota.  

(3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) 

provinsi atau lebih; 

b. penggabungan . . . 
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b. penggabungan beberapa kabupaten/kota yang 
bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda; 
dan  

c. penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) 
provinsi. 

(4) Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 

(dua) kabupaten/kota atau lebih; 
b. penggabungan beberapa kecamatan yang 

bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang 
berbeda; dan  

c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 
(satu) kabupaten/kota. 

 
Pasal 3 

Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan 
setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan 
pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) 
tahun bagi kabupaten dan kota. 

 
 

Pasal 4 
(1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran 

provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota 
yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda 
harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik 
kewilayahan. 

(2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran 
kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan 
yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang 
berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, 
dan fisik kewilayahan. 

 
 

Pasal 5 
(1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: 
a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota 

yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi 
tentang persetujuan pembentukan calon provinsi 
berdasarkan hasil Rapat Paripurna; 

b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan 
keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon 

provinsi . . . 
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provinsi tentang persetujuan pembentukan calon 
provinsi; 

c.  Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat 
Paripurna;  

d. Keputusan gubernur tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi; dan 

e.  Rekomendasi Menteri. 
(2) Syarat administratif pembentukan daerah 

kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
meliputi: 
a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang 

persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; 
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang 

persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; 
c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan 

pembentukan calon kabupaten/kota;  
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan 

pembentukan calon kabupaten/kota; dan 
e. Rekomendasi Menteri. 

(3) Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a 
diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat.  

(4) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c berdasarkan aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan 
DPRD kabupaten/ kota yang akan menjadi cakupan 
wilayah calon provinsi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (3). 
 
 

Pasal 6 

(1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, 
sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, 
pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat 
kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 
berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Pemerintah ini.  

(3) Suatu . . . 
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(3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi 
daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan 
daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator 
dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, 
faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan 
faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat 
mampu atau mampu. 

 
 

Pasal 7 
Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan 
prasarana pemerintahan.  

 
 

Pasal 8 
Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
untuk: 
a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) 

kabupaten/kota; 
b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) 

kecamatan; dan  
c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan. 

 
Pasal 9 

(1) Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan 
dalam peta wilayah calon provinsi.  

(2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan 
kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta 
garis batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah 
kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau 
wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung 
dengan calon provinsi. 

(3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh 
lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri. 

 
Pasal 10 

(1) Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota 
digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota. 

(2) Peta . . . 
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(2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan 
desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan 
calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon 
kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di 
provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ 
kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau 
wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung 
dengan calon kabupaten/kota. 

(3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh 
lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur. 

 
Pasal 11 

(1) Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan 
kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, 
peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama 
pulau. 

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) harus merupakan satu 
kesatuan wilayah administrasi. 

 
Pasal 12 

(1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan 
keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, 
dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD 
kabupaten untuk ibukota kabupaten. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota. 

(3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap 
aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, 
kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial 
ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. 

(4) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan 
ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut 
harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling 
lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.  

 
 

Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 

(1) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan 
untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor 
perangkat daerah yang dapat digunakan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

(2) Bangunan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berada dalam wilayah calon daerah. 

(3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki 
pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah. 

 
 

BAB III 
TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH 

 
Pasal 14 

Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai 
berikut: 

a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam 
bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan 
di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi 
atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  

b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi 
sebagian besar masyarakat setempat;  

c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui 
atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota 
berdasarkan hasil kajian daerah. 

d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada huruf c disampaikan kepada gubernur 
dengan melampirkan: 

1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a dan huruf b. 

e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan 
provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh 
bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, 
usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya 
disampaikan kepada DPRD provinsi; 

f. Setelah . . . 
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f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD 
provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan 
provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan 
melampirkan: 

1. Hasil kajian daerah; 
2. Peta wilayah calon provinsi; 
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan  

4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan 
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf d.  

 
Pasal 15 

Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai 
berikut: 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam 

bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan 
di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi 
atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  

b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi 
sebagian besar masyarakat setempat;  

c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui 
atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota; 

d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada masing-
masing gubernur yang bersangkutan dengan 
melampirkan: 
1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a dan huruf b.  

e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan 
provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh 
bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, 
usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya 
disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan; 

f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD 
provinsi, masing-masing gubernur menyampaikan 

usulan . . . 
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usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui 
Menteri dengan melampirkan: 

1. Hasil kajian daerah; 
2. Peta wilayah calon provinsi; 
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan  

4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan 
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf d.  

 
Pasal 16 

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan 
sebagai berikut: 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam 

bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan 
di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah 
kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  

b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk 
menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD 
berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat 
setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama 
lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan 
atau nama lain;  

c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau 
menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan 
hasil kajian daerah;  

d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan 
kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan 
persetujuan dengan melampirkan: 
1. dokumen aspirasi masyarakat di calon 

kabupaten/kota; 
2. hasil kajian daerah;  
3. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) huruf a dan huruf b.  

e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan 

evaluasi . . . 
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evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf c; 

f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon 
kabupaten/kota kepada DPRD provinsi; 

g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau 
menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan 

h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan 
kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan 
kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan 
melampirkan: 

1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon 
kabupaten/kota; 

2. Hasil kajian daerah; 
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan 

5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan 
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf d. 

 
 

Pasal 17 

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan 
sebagai berikut: 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam 

bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan 
di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah 
kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  

b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk 
menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD 
berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat 
setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama 
lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan 
atau nama lain; 

c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau 
menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan 
hasil kajian daerah; 

 
d. Masing-masing . . . 
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d. Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan 
pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk 
mendapatkan persetujuan dengan melampirkan: 

1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon 
kabupaten/kota; 

2. Hasil kajian daerah;  
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf a dan huruf b.  

e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan 
evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf c;  

f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon 
kabupaten/kota kepada DPRD provinsi; 

g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau 
menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan 

h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan 
kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan 
kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan 
melampirkan: 

1. dokumen aspirasi masyarakat di calon 
kabupaten/kota; 

2. hasil kajian daerah; 
3. peta wilayah calon kabupaten/kota; 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan 

bupati/ walikota; dan 
5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan keputusan 
gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) huruf e.  

 
 

Pasal 18 

(1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan 
pembentukan provinsi atau kabupaten/kota. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri.  

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi 
usulan pembentukan daerah kepada DPOD. 

 

Pasal 19 . . . 
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Pasal 19 
(1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, 

Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD 
pada sidang DPOD.  

(2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi 
dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan 
daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk 
melakukan klarifikasi dan penelitian.  

(3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk 
memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden 
mengenai usulan pembentukan daerah. 

 
Pasal 20 

(1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu 
daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan 
pertimbangan DPOD. 

(2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan 
daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang 
tentang pembentukan daerah. 
 

Pasal 21 

(1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah 
diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian 
daerah dan melantik penjabat kepala daerah. 

(2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diundangkannya undang-undang tentang pembentukan 
daerah. 

 
BAB IV 

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH 
 

Pasal 22 

(1) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang 
bersangkutan dinyatakan tidak mampu 
menyelenggarakan otonomi daerah. 

(2) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah 
dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah 

sesuai . . . 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang 
bersandingan berdasarkan hasil kajian. 
 
 

BAB V 
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH 

 
Pasal 23 

(1) Berdasarkan proses evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2), Menteri menyampaikan hasil 
evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah 
kepada DPOD. 

(2) DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal sidang DPOD menilai daerah tertentu tidak 
mampu menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD 
merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus dan 
digabungkan ke daerah lain. 

(4) Menteri meneruskan rekomendasi DPOD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden. 

(5) Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan 
penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Menteri menyiapkan rancangan undang-undang 
tentang penghapusan dan penggabungan daerah. 

 
BAB VI 

PEMBINAAN  
 

Pasal 24 

(1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi 
terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah 
dan pelantikan pejabat kepala daerah. 

(2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. penyusunan perangkat daerah; 
b. pengisian personil; 
c. pengisian keanggotaan DPRD; 
d. penyusunan APBD; 

e. pemberian . . . 
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e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian 
bantuan dari provinsi; 

f.  pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan 
dan dokumen; 

g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan 
h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan 

investasi daerah. 

(3) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 
(tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, untuk 
provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama gubernur 
provinsi induk dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan 
oleh gubernur bersama bupati kabupaten induk. 

(4) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan    
huruf h dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga 
pemerintah nondepartemen secara bertahap dan 
terpadu. 

 
Pasal 25 

(1) Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui 
fasilitasi terhadap daerah otonom dalam rangka 
penghapusan dan penggabungan daerah.  

(2) Fasilitasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah terhadap beberapa daerah otonom 
bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu 
daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif 
fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisien dan 
efektifitas pelayanan publik. 

 
BAB VII 

PENDANAAN 
 

Pasal 26 

(1) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan 
provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan 
APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon 
provinsi. 

(2) Dana . . . 
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(2) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan 
kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota 
induk dan APBD provinsi. 

(3) Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan 
penggabungan daerah dibebankan pada APBN.  
 

Pasal 27 

(1) Dana perimbangan bagi daerah otonom                   
baru diperhitungkan setelah undang-undang 
pembentukannya ditetapkan. 

(2) Perhitungan dana perimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setelah data kebutuhan fiskal 
dan kapasitas fiskal daerah otonom baru tersedia secara 
lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
tersedia, besaran dana perimbangan diperhitungkan 
secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas 
wilayah, dan belanja pegawai dari daerah induk. 

 
Pasal 28 

(1) Bagi provinsi baru yang undang-undang 
pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, 
dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan dan dana yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama 
kali bersumber dari hibah provinsi induk dan dukungan 
dana dari kabupaten/kota yang menjadi cakupan 
provinsi baru. 

(2) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD provinsi induk, 
sesuai kemampuan keuangan provinsi induk. 

(3) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dalam undang-undang 
pembentukan provinsi baru. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
oleh provinsi induk sampai provinsi baru mempunyai 
APBD sendiri. 

(5) APBD provinsi induk tetap dilaksanakan, termasuk 
untuk cakupan wilayah provinsi baru sebelum provinsi 
baru mempunyai APBD sendiri.  

 

 (6) Dukungan . . . 
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(6) Dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berasal dari APBD kabupaten/kota yang 
besarnya ditetapkan secara proporsional berdasarkan 
besaran APBD kabupaten/kota masing-masing. 

(7) Besaran dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam undang-
undang pembentukan provinsi baru. 

 
 
 

Pasal 29 

(1) Bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang 
pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, 
dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan dan pemilihan kepala daerah untuk 
pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota 
induk dan bantuan provinsi. 

(2) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD 
kabupaten/kota induk, sesuai kemampuan keuangan 
kabupaten/kota induk. 

(3) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagai dimaksud 
pada ayat (2), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota 
induk dan ditetapkan dalam undang-undang 
pembentukan kabupaten/kota baru. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
oleh kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD 
kabupaten/kota baru. 

(5) APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan, 
termasuk untuk cakupan wilayah kabupaten/kota baru 
sebelum kabupaten/kota baru mempunyai APBD sendiri. 

(6) Bantuan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan 
dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota 
baru. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN  

 
Pasal 30 

Bagi provinsi yang memiliki status istimewa dan/atau 
diberikan otonomi khusus, dalam pembentukan daerah selain 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga 

berpedoman . . . 
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berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
memberikan status istimewa dan/atau otonomi khusus.  

 
Pasal 31 

(1) Pembentukan perangkat provinsi baru, dilaksanakan 
oleh penjabat gubernur dan difasilitasi oleh Menteri 
bersama gubernur provinsi induk.  

(2) Pembentukan perangkat kabupaten/kota baru, 
dilaksanakan oleh penjabat bupati/walikota dan 
difasilitasi oleh gubernur bersama dengan bupati induk. 

 
Pasal 32 

Pengisian personil pada perangkat daerah baru diprioritaskan 
dari pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai 
kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 33 

(1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak 
dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan 
diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota 
baru, dibuat dalam bentuk daftar aset. 

(2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan 
kabupaten/kota baru. 

(3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak 
dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan 
diserahkan kepada kota yang baru dibentuk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat 
diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) 
tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten 
induk yang baru. 

 
Pasal 34 

(1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada 
provinsi baru difasilitasi oleh Menteri. 

(2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada 
kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan 
bupati/walikota kabupaten/kota induk. 

(3) Tata . . . 
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(3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 35 

(1) Penegasan batas wilayah provinsi baru dilakukan 
bersama-sama oleh provinsi baru, provinsi induk dan 
provinsi yang bersandingan lainnya.  

(2) Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru 
dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota, 
kabupaten induk dan kabupaten/kota yang 
bersandingan lainnya.  

(3) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) 
tahun sejak dibentuknya provinsi dan kabupaten/kota 
yang bersangkutan. 

(4) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) secara pasti di lapangan, 
ditetapkan oleh Menteri.  

(5) Dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak terpenuhi penegasan batas wilayah ditetapkan 
oleh Menteri. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 36 

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka 
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang 
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, 
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 37 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 

 Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Desember 2007 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
  ttd. 
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Desember 2007 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

 
ANDI MATTALATTA 

 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 162 

 



PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78 TAHUN 2007 

TENTANG  
 

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN  

PENGGABUNGAN DAERAH  

I. UMUM 
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang 
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan 
otonomi daerah seluas-luasnya.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat.  
Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi 
dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang 
bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.  
Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni 
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.  
1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar 

masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah 
dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan 
daerah.  

2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, 
potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas 
daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan 
terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi 
pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan 
masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. 

3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi 
cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana 
pemerintahan. 

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk 
dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi 
daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna 

mempercepat . . . 
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam 
memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk 
menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan 
demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus 
mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan 
daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan pembentukan 
dilengkapi dengan kajian daerah.  
Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim yang dibentuk oleh kepala 
daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah 
otonom baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap 
faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi 
faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan 
ekonomi dan kemampuan keuangan) selama 10 (sepuluh) tahun dan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk serta penilaian kualitatif 
terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain 
potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik 
dan historis. 
Pemerintah berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan 
pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru baik provinsi 
maupun kabupaten/kota. Gubernur provinsi induk bersama Menteri 
berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang 
baru dibentuk, sedangkan bupati kabupaten induk bersama gubernur 
berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di 
kabupaten/kota yang baru dibentuk agar dapat berjalan dengan optimal.  
Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan 
dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.  
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas.  
  

Pasal 2 

Cukup jelas. 
 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 . . . 
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Pasal 5 

Ayat (1)  
 

Huruf  a 

Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan 
menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi, ditetapkan berdasarkan rapat 
paripurna yang memuat: 
1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan 

wilayah calon provinsi; 
2. Persetujuan nama calon provinsi;  
3. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka 
waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung 
sejak peresmian sebagai daerah otonom; dan 

5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk 
pertama kali di provinsi baru. 

 
Huruf  b 

Keputusan masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota 
yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang 
persetujuan pembentukan calon provinsi yang memuat:  
1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan 

wilayah calon provinsi; 
2. Persetujuan nama calon provinsi;  
3. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka 
waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung 
sejak peresmian sebagai daerah otonom;  

5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk 
pertama kali di provinsi baru; 

6. Persetujuan kesediaan menyerahkan se-bagian aset 
kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru; dan 

7. Persetujuan memindahkan sebagian personil yang 
dibutuhkan provinsi baru. 

 
Huruf  c  

Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan 
calon provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna 
yang memuat:  

1. Persetujuan . . . 
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1. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota yang menjadi 
cakupan wilayah calon provinsi; 

2. Persetujuan nama calon provinsi;  
3. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
4. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling 
kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak 
peresmian sebagai daerah otonom; 

5. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka 
waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; dan 

6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau 
dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, 
dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan 
dimanfaatkan oleh calon provinsi. 
Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan 
lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib 
diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset 
yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi. 
Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang 
bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada 
calon provinsi. 
Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan 
kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon 
provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi.  
Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, 
Keputusan DPRD provinsi dibuat oleh masing-masing DPRD 
provinsi induk. 
 

Huruf  d 

Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
provinsi, memuat: 

1. Persetujuan nama calon provinsi; 
2. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
3. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota menjadi cakupan 

wilayah calon provinsi; 
4. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka 
waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; dan 

5. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka membiayai 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali 
di provinsi baru; 

6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau 
dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, 
dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan 
dimanfaatkan oleh calon provinsi. 

Aset . . . 
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Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya 
berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan 
seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang 
bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi. 

Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang 
bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon 
provinsi. 

Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan 
kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon 
provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi. 

Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, 
keputusan gubernur dibuat oleh masing-masing gubernur dari 
provinsi induk. 

 
Huruf e 

Rekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil penelitian 
terhadap usulan pembentukan provinsi yang dilakukan oleh Tim 
yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja sama 
dengan lembaga independen atau perguruan tinggi. 

 
Ayat (2)  

 
Huruf a 

Keputusan DPRD kabupaten/kota induk yang ditetapkan 
berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan 
calon kabupaten/kota yang memuat: 
1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota; 
2. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah 

calon kabupaten/kota; 
4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk 
jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut 
terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 

5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk 
pertama kali di daerah otonom baru; 

6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau 
dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, 
dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan 
dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota. 
 

Aset  . . . 
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Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan 
lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon 
kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon 
kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan 
dengan kebutuhan calon kabupaten/kota. 

 Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota 
induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan 
diserahkan kepada calon kabupaten/kota. 
Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan 
kekayaan kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan 
oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon 
kabupaten/kota. 

7. Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran yang 
akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah 
calon kota, dari kabupaten induk kepada kota yang akan 
dibentuk. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau 
bangunan milik kabupaten induk yang bukan untuk 
pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon 
kota dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau 
tukar menukar untuk membangun sarana prasarana di 
ibukota kabupaten induk yang baru; dan 

8. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila 
lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah 
kota yang akan dibentuk. 
 

Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih 
dari satu, keputusan DPRD kabupaten/kota dibuat oleh 
masing-masing DPRD kabupaten/kota induk. 
 

Huruf  b 

Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat: 
1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota; 
2. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah 

calon kabupaten/kota; 
4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk 
jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut 
terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 

5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk 
pertama kali di daerah otonom baru; 

6. Persetujuan . . . 
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6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau 
dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, 
dokumen dan hutang piutang kabupaten/ kota, yang akan 
dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota. 
Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan 
lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon 
kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon 
kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak  disesuaikan 
dengan kebutuhan calon kabupaten/kota. 
Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota 
induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan 
diserahkan kepada calon kabupaten/kota. 
Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan 
kekayaan kabupaten/ kota induk yang akan dimanfaatkan 
oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon 
kabupaten/kota. 

7. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila 
lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah 
kota yang akan dibentuk; 
Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih 
dari satu, keputusan bupati/ walikota dibuat oleh masing-
masing bupati/ walikota dari kabupaten/kota induk. 
 

Huruf c 

Keputusan DPRD provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat 
paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ 
kota yang memuat: 
1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk 
jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut 
terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 

2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk 
pertama kali di kabupaten/kota; 

3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah 
calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan 

4. Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana 
perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah 
kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon 
provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau 
bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat 
dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar 
menukar. 

Huruf d . . . 
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Huruf d 

Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota yang memuat: 
1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk 
jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut 
terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 

2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk 
pertama kali di kabupaten/kota;  

3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah 
calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan 

4. Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan 
berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan 
bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang 
akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk. 

 
Huruf e 

Rekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil penelitian 
terhadap usulan pembentukan kabupaten/kota yang dilakukan 
oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja 
sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi. 

 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “aspirasi sebagian besar masyarakat 
setempat” adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang 
dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah 
yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota 
yang akan dimekarkan.  
Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua 
Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain. Jumlah keputusan 
Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Forum 
Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai 
lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang 
ada di masing-masing wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah 
calon provinsi atau kabupaten/kota.  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan 
Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah 
sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan 
DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon 
provinsi atau kabupaten/kota. 
 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi 
dalam bentuk (1) PDRB per kapita; (2) Pertumbuhan ekonomi; dan 
(3) Kontribusi PDRB terhadap PDRB total. 

Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana 
pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya 
aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan 
untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diukur dengan 
(1) Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 
penduduk; (2) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk; (3) 
Rasio pasar per 10.000 penduduk; (4) Rasio sekolah SD per 
penduduk usia SD; (5) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP; 
(6) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA; (7) Rasio fasilitas 
kesehatan per 10.000 penduduk; (8) Rasio tenaga medis per 10.000 
penduduk; (9) Persentase rumah tangga yang mempunyai 
kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal 
motor; (10) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah 
tangga; (11) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 
bermotor; (12) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA 
terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas; (13) Persentase pekerja 
yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun 
ke atas; dan (14) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk. 

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang 
diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; 
(2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) 
Jumlah balai pertemuan. 

Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur 
dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk 
yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi 
kemasyarakatan. 

Kependudukan merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur 
dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2)  Kepadatan Penduduk. 

Luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan 
cakupan wilayah yang dapat diukur dengan (1) Luas wilayah 
keseluruhan; dan (2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. 

Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat 
diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah 
personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan (2) 
Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan. 

Keamanan . . . 
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Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban 
daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat 
keamanan terhadap jumlah penduduk. 

Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan 
yang dapat diukur dengan  (1) Jumlah PAD; (2) Rasio PDS terhadap 
Jumlah Penduduk dan (3) Rasio PDS terhadap PDRB. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap 
tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang 
dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. 

Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan 
cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang 
dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau 
kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota 
kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari 
kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota 
provinsi atau ibukota kabupaten). 

 
Ayat (2) 

Penilaian syarat teknis dimaksud adalah penilaian dalam 
merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom dengan 
memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki oleh daerah induk dan 
calon daerah yang akan dibentuk dan menitikberatkan pada faktor 
kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah 
dan faktor kemampuan keuangan. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Peta wilayah provinsi dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari 
peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa bumi, citra satelit, 
atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang berwenang) dengan 
skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. 
 
 Ayat (2) . . . 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 11 - 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat 
Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan 
Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah 
kepulauan. 

 
Pasal 10 

Ayat (1) 

Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah 
pemetaan dari peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa bumi, 
citra satelit, atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang 
berwenang) dengan skala antara 1:100.000 sampai dengan 
1:250.000 untuk pembentukan kabupaten; dan skala antara 
1:25.000 sampai dengan 1:50.000 untuk pembentukan kota. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat 
Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan 
Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah 
kepulauan. 

 
Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “merupakan satu kesatuan wilayah” adalah 
suatu wilayah daerah yang tidak terpisahkan oleh cakupan wilayah 
daerah lain (enclave). 
 

Pasal 12 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 
 
 
 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Hasil kajian daerah mengenai lokasi calon ibukota merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hasil kajian daerah 
tentang kelayakan pembentukan daerah. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “bangunan dan lahan” adalah bangunan 
permanen yang layak digunakan sebagai kantor pemerintahan 
daerah otonom baru, dan lahan dengan luas dan kondisi yang layak 
untuk halaman dan pertapakan bangunan perkantoran 
pemerintahan daerah otonom baru.  
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 14 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu 
kelurahan. 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 

Cukup jelas. 
 
 

Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu 
kelurahan. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu 
kelurahan. 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Huruf g 

Cukup jelas. 
 

Huruf h 

Cukup jelas. 
 

Pasal 17 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu 
kelurahan. 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 

Cukup jelas. 
 
Huruf f 

Cukup jelas. 
 
Huruf g 

Cukup jelas. 
 

Huruf h 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 . . . 
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Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Dalam melakukan penelitian, Tim dapat bekerjasama dengan 
perguruan tinggi atau lembaga lainnya. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Daerah yang dihapus dapat digabungkan kepada satu daerah 
otonom atau digabung kepada beberapa daerah otonom yang 
bersandingan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. 
 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
 

Pasal 25 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah, Pemerintah 
dapat melakukan pembinaan melalui pemberian insentif fiskal 
dan/atau insentif non-fiskal kepada dua atau lebih daerah otonom 
bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah 
otonom baru. 
Insentif fiskal adalah insentif yang diberikan dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
Insentif non-fiskal adalah insentif yang diberikan dalam bentuk 
dukungan teknis dan fasilitasi peningkatan kemampuan 
kelembagaan pemerintahan daerah, sumber daya manusia, 
kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan 
publik. 

 
Ayat (3)  

Cukup jelas. 
 

Pasal 26 

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka 
pembentukan provinsi” meliputi biaya untuk kajian daerah, 
penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan 
dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, 
koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-
Undang, peresmian dan pelantikan penjabat daerah. 

 
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka 
pembentukan kabupaten/kota” meliputi biaya untuk kajian daerah, 
penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan 
dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, 
koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-
Undang, peresmian dan pelantikan penjabat daerah. 
 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka 
penghapusan dan penggabungan daerah” meliputi biaya untuk 
seluruh kegiatan sejak proses evaluasi dan pengkajian sampai 
dengan terbitnya Undang-Undang Penghapusan dan Penggabungan 
Daerah. 

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 . . . 
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Pasal 28 

Cukup jelas. 
 

Pasal 29 

Cukup jelas. 
 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

Pasal 37 

Cukup jelas. 
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PENILAIAN SYARAT TEKNIS  
 
 
I. FAKTOR DAN INDIKATOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH 

OTONOM BARU 
 

FAKTOR INDIKATOR 

1. Kependudukan 1. Jumlah penduduk. 

2. Kepadatan penduduk. 

2. Kemampuan Ekonomi 3. PDRB non migas perkapita. 

4. Pertumbuhan ekonomi. 

5. Kontribusi PDRB non migas. 

3. Potensi daerah 6. Rasio bank dan lembaga 
keuangan non bank per 10.000 
penduduk. 

7. Rasio kelompok pertokoan per 
10.000 penduduk. 

8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 

9. Rasio sekolah SD per penduduk 
usia SD. 

10. Rasio sekolah SLTP per 
penduduk usia SLTP. 

11. Rasio sekolah SLTA per 
penduduk usia SLTA. 

12. Rasio fasilitas kesehatan per 
10.000 penduduk. 

13. Rasio tenaga medis per 10.000 
penduduk. 

14. Persentase . . . 
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FAKTOR INDIKATOR 

 14. Persentase rumah tangga yang 
mempunyai kendaraan bermotor 
atau perahu atau perahu motor 
atau kapal motor. 

15. Persentase pelanggan listrik 
terhadap jumlah rumah tangga. 

16. Rasio panjang jalan terhadap 
jumlah kendaraan bermotor. 

17. Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal SLTA 
terhadap penduduk usia 18 
tahun ke atas. 

18. Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal S-1 
terhadap penduduk usia 25 
tahun ke atas. 

19. Rasio pegawai negeri sipil 
terhadap penduduk. 

4. Kemampuan Keuangan 20. Jumlah PDS. 

21. Rasio PDS terhadap jumlah 
penduduk. 

22. Rasio PDS terhadap PDRB non 
migas. 

5. Sosial Budaya 23. Rasio sarana peribadatan per 
10.000 penduduk. 

24. Rasio fasilitas lapangan olahraga 
per 10.000 penduduk. 

25. Jumlah balai pertemuan. 

6. Sosial Politik 26. Rasio penduduk yang ikut pemilu 
legislatif penduduk yang mem-
punyai hak pilih. 

27. Jumlah organisasi kemasya-
rakatan. 

7. Luas Daerah 28. Luas wilayah keseluruhan. 

29. Luas wilayah efektif yang dapat 
dimanfaatkan. 

8. Pertahanan . . . 
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FAKTOR INDIKATOR 

8. Pertahanan 30. Rasio jumlah personil aparat per-
tahanan terhadap luas wilayah. 

31. Karakteristik wilayah, dilihat dari 
sudut pandang pertahanan. 

9. Keamanan 32. Rasio jumlah personil aparat 
keamanan terhadap jumlah 
penduduk. 

10. Tingkat Kesejahteraan 
masyarakat 

33. Indeks Pembangunan Manusia. 

11. Rentang Kendali 34. Rata-rata jarak kabupaten/kota 
atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (provinsi atau 
kabupaten/kota). 

35. Rata-rata waktu perjalanan dari 
kabupaten/kota atau kecamatan 
ke pusat pemerintahan (provinsi 
atau kabupaten/kota). 

 
II. DEFINISI INDIKATOR 
 

1. Indikator: 
Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang 
memberikan informasi tentang keadaan dari suatu 
fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator 
tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. 
Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit 
pembentukan/penghapusan dan penggabungan  daerah otonom harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) data tersedia, (2) mudah 
dihitung, (3) relevan, (4) terukur, dan reliabel. 

2. Jumlah penduduk: 
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia. 

3. Kepadatan penduduk: 
Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif. 

4. PDRB: 

Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang 
terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu. 
 

5. PDRB . . . 
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5. PDRB non migas per kapita: 

Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah 
penduduk di suatu daerah. 

 
6. Pertumbuhan Ekonomi: 

Pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari 
suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. 

 
7. Kontribusi PDRB non migas: 

Persentase PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non 
migas provinsi dan atau persentase PDRB non migas provinsi terhadap 
PDB nasional. 

 
8. Potensi Daerah: 

Potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah seperti 
penduduk, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. 
Untuk keperluan otonomi daerah, potensi daerah yang  dapat diukur 
saja (tangible) dimasukkan dalam indikator tersedia. 

 
9. Bank: 

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak. 

 
10. Lembaga Keuangan Non Bank: 

Badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi. 
 

11. Kelompok Pertokoan: 
Sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan 
mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan  fisiknya 
dapat lebih dari satu. 

 
12. Pasar: 

Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan 
antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya 
rutin dilakukan setiap hari. 
 

13. Fasilitas Kesehatan: 
Tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada di bawah 
pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya dilengkapi dengan 
fasilitas rawat inap, dan klinik. 
 

14. Tenaga . . . 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 

14. Tenaga medis: 
Dokter, mantri kesehatan/perawat, dan sejenisnya, tidak termasuk 
bidan, yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek 
maupun tidak. 
 

15. Kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor: 
Alat untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, mobil, 
perahu/jukung baik yang menggunakan tenaga penggerak motor 
tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor penggerak 
dipasang tidak permanen maupun kapal yang menggunakan motor 
sebagai tenaga penggerak, motor dipasang secara permanen di 
dalamnya. 
 

16. Pelanggan listrik: 
Rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai 
alat penerangan rumah. 
 

17. Pengguna air bersih: 
Rumah tangga yang menggunakan air bersih, khususnya untuk 
kebutuhan air minum. 

 
18. Pendapatan Daerah Sendiri: 

Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, 
bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari 
bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota). 

 
19. Sarana Peribadatan: 

Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan 
sesuai dengan agama yang dianut. 

 
20. Fasilitas lapangan olah raga: 

Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga 
baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan 
sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan kolam renang). 
 

21. Balai Pertemuan: 
Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat 
melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial. 
 

22. Penduduk yang ikut Pemilu: 
Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu. 
 
 

23. Organisasi . . . 
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23. Organisasi Kemasyarakatan: 

Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang 
sosial dan kemasyarakatan. 
 

24. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan: 
Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk 
kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk 
provinsi. 

 
25. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: 

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar 
kawasan lindung. 
 

26. Personil Aparat Pertahanan: 
Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang 
menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom. 
 

27. Karakteristik Wilayah: 
Adalah ciri wilayah yang ditunjukan oleh hamparan permukaan fisik 
calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, 
atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan 
negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain). 
 

28. Rentang kendali: 
Jarak rata-rata kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), dan rata-rata 
lama waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten). 

 
29. Indeks Pembangunan Manusia: 

Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur 
untuk melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat. 
 

III. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR 
 

1. Jumlah Penduduk: 

Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau 
lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi 
bertujuan menetap. 

 
2. Kepadatan Penduduk: 

Jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif. 
 

3. PDRB . . . 
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3. PDRB non migas perkapita: 

Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah 
penduduk. 

 
4. Pertumbuhan ekonomi: 

Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t 
dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 
dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 
dikalikan 100. 

  
5. Kontribusi PDRB non migas: 

Untuk provinsi adalah nilai PDRB non migas provinsi atas dasar harga 
berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas nasional atas dasar 
harga berlaku dikalikan 100. 

Untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas 
dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi 
atas dasar harga berlaku dikalikan 100. 

 
6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk: 

Jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. 
 
7. Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk: 

Jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 
10.000. 

 
8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk: 

Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. 
 
9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD: 

Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. 

10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP: 

Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. 
 
11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA: 

Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. 
 

12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk: 

Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri 
maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. 

 
 13. Rasio . . . 
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13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk: 

Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah 
penduduk dikali 10.000. 
 

14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor  atau 
perahu atau perahu motor atau kapal motor: 

Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau 
perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah 
rumah tangga dikali 100. 

 
15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga: 

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN 
dibagi jumlah rumah tangga dikali 100. 

 
16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor: 

Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor. 
 
17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap 

penduduk usia 18 tahun ke atas: 

Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA dibagi jumlah penduduk 
usia 18 tahun dikali 100. 

 
18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap 

penduduk usia 25 tahun ke atas: 

Jumlah pekerja yang berpendidikan S-1 dibagi jumlah penduduk usia 
25 tahun dikali 100. 

 
19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk: 

Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000. 

20. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS): 

Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, 
bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari 
bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota). 
 

21. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk: 

Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.  
 
22. Jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas: 

Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.  

 
 

23. Rasio . . . 
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23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk: 

Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 
10.000. 

 
24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk: 

Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam 
renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. 

 
25. Jumlah Balai Pertemuan: 

Jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat 
melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial. 

 
26. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang 

mempunyai hak pilih: 

Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi 
jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin. 

 
27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan: 

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar. 
 
28. Luas wilayah keseluruhan: 

Jumlah luas daratan ditambah luas lautan. 
 
29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: 

Jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan 
industri. 

30. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah: 

Jumlah personil aparat pertahanan  dibandingkan dengan luas 
wilayah. 

 
31. Karakteristik Wilayah: 

Ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian 
nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah 
otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai 
tertinggi dengan urutan sebagai berikut:  
a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik  wilayah berupa 

kepulauan. 
b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa 

daratan dan pantai.  
c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik  wilayah berupa 

daratan. 

d. Tidak . . . 
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d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah 
berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.  

 
32. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk: 

Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 
10.000. 

 
33. Indeks Pembangunan Manusia: 

Dengan melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup 
(longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent 
living). Usia hidup diukur dengan AHH (Angka Harapan Hidup) yang 
secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan 
rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih 
hidup.  

Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RLS (Rata-
rata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH 
dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS 
dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni 
jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan 
tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup 
diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riel yang telah 
disesuaikan. 
 

34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten): 

Jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah 
kabupaten/kota atau kecamatan. 
 

35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke 
pusat pemerintahan: 

Jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke 
pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah 
kabupaten/kota atau kecamatan. 

 
IV. METODE PENILAIAN 
 

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan 
daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode 
Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.  

 
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai 

tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata 
keseluruhan daerah di sekitarnya. 

3. Metode . . . 
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3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu 
sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun 
daerah induk.  

Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 
5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi 
sekitarnya.  

Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten 
adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh 
kabupaten di provinsi yang bersangkutan. 

Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota  adalah 4 kali 
rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang  
bersangkutan dan sekitarnya.    

Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah 
induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, 
maka semakin besar skornya. 

 
4. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik 

tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan 
penilaian secara kualitatif. 

 
5. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan 

Pembanding Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan 
Pembanding Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan 
Pembanding Kota. 

 
6. Pembanding Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak 

geografis, yaitu: 
a. Jawa dan Bali; 
b. Sumatera; 
c. Sulawesi; 
d. Kalimantan;  
e. Nusa Tenggara;  
f. Maluku; dan 
g. Papua. 
 

7. Pembanding Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang 
bersangkutan.  

 
8. Pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang 

menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau 
provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota. 

 
9. Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten 

dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang 
memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali 

dari . . . 
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dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak 
diperhitungkan. 

 
10. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 

masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 
kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 
kategori sangat tidak mampu. 

 
11. Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota 

sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila 
besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% 
besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai 
indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, 
pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau 
sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila 
besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% 
besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai 
indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata. 

 
 
 

V. PEMBOBOTAN 
 

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai 
dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. 
 
1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator: 
 

NO FAKTOR DAN INDIKATOR BOBOT 

1 Kependudukan 20 

 1. Jumlah penduduk 

2. Kepadatan penduduk 

15 

5 

2 Kemampuan Ekonomi 15 

1. PDRB non migas perkapita 5 

2. Pertumbuhan ekonomi 5 

 

3. Kontribusi PDRB non migas 5 

   

 

3 Potensi . . . 
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NO FAKTOR DAN INDIKATOR BOBOT 

3 Potensi Daerah 15 

1. Rasio bank dan lembaga keuangan non 
bank per 10.000 penduduk 

2 

 

2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 
penduduk 

1 

 

3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk 1 

4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 1 

 

5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia 
SLTP 

1 

 

6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia 
SLTA 

1 

7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 
penduduk 

1 

8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 1 

9. Persentase rumah tangga yang 
mempunyai kendaraan bermotor atau 
perahu atau perahu motor atau kapal 
motor 

1 

 

10. Persentase pelanggan listrik terhadap 
jumlah rumah tangga 

1 

 

11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah 
kendaraan bermotor 

1 

12. Persentase pekerja yang berpendidikan 
minimal SLTA terhadap penduduk usia 
18 tahun ke atas 

1 

 

13. Persentase pekerja yang berpendidikan 
minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 
tahun ke atas 

1 

14. Rasio . . . 
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NO FAKTOR DAN INDIKATOR BOBOT 

14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap 
penduduk 

1 

4 Kemampuan Keuangan 15 

1. Jumlah PDS  5 

2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk 5 

 

3. Rasio PDS terhadap PDRB 5 

5 Sosial Budaya 5 

1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 
penduduk 

2 

2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 
10.000 penduduk 

2 

 

3. Jumlah balai pertemuan 1 

6 Sosial Politik 5 

1. Rasio penduduk yang ikut pemilu 
legislatif penduduk yang mempunyai hak 
pilih 

3  

2. Jumlah organisasi kemasyarakatan 2 

7 Luas Daerah 5 

1. Luas wilayah keseluruhan 2  

2. Luas wilayah efektif yang dapat 
dimanfaatkan 

3 

8 Pertahanan 5 

1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan 
terhadap luas wilayah 

3  

2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut 
pandang pertahanan 

2 

9 Keamanan . . . 
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NO FAKTOR DAN INDIKATOR BOBOT 

9 Keamanan 5 

 1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan 
terhadap jumlah penduduk 

 
5 

10 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 5 

 1. Indeks Pembangunan Manusia 5 

11 Rentang Kendali 5 

1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau 
kecamatan ke pusat pemerintahan 
(ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) 

2  

2. Rata-rata waktu perjalanan dari 
kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (ibukota provinsi atau 
ibukota kabupaten) 

3 

Total 100 

 
 
2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing 

indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator 
dengan kategori: 

 

Kategori Total Nilai 
Seluruh Indikator Keterangan 

Sangat Mampu 420 s/d 500 Rekomendasi 
Mampu 340 s/d 419 Rekomendasi 
Kurang Mampu 260 s/d 339 Ditolak 
Tidak mampu 180 s/d 259 Ditolak 
Sangat Tidak 
Mampu 100 s/d 179 Ditolak 

 
3. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom 

baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah 
pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori 
sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total 
nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan 

ekonomi . . . 
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ekonomi (60-75),  faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan 
keuangan (60-75). 

 
4. Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon 

daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai 
total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak 
mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi 
daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor  kependudukan 
kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60,  atau 
faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan 
keuangan kurang dari 60. 

 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
  ttd. 
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 



 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan 

Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis 
pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang 
dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, 
potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, 

luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan 
masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan 
pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume 

kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan 
pembentukan Kabupaten Pangandaran di wilayah Provinsi 

Jawa Barat; 

c. bahwa pembentukan Kabupaten Pangandaran 

dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di 
bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, 
serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah 

untuk penyelenggaraan otonomi daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten 
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; 

Mengingat  : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia             

Tahun 1945; 

 

 

 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5246); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012          

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5316); 

 
Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN 

PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat yang wilayahnya 

telah dikurangi dengan Provinsi Banten berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten. 

4. Kabupaten Ciamis adalah kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi 

dengan Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang         
Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar 
di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan kabupaten asal 

Kabupaten Pangandaran. 

BAB II . . . 
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BAB II 

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,                               
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasal 2 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pangandaran 
di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Cakupan Wilayah 

Pasal 3 

(1) Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah 
Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah: 

a. Kecamatan Parigi;  

b. Kecamatan Cijulang;  

c. Kecamatan Cimerak; 

d. Kecamatan Cigugur; 

e. Kecamatan Langkaplancar; 

f. Kecamatan Mangunjaya; 

g. Kecamatan Padaherang; 

h. Kecamatan Kalipucang; 

i. Kecamatan Pangandaran; dan 

j. Kecamatan Sidamulih. 

(2)  Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam 
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Undang-Undang ini. 

 

 

 

Pasal 4 . . . 
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Pasal 4 

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Ciamis dikurangi 
dengan wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3. 

Bagian Ketiga 

Batas Wilayah 

Pasal 5 

(1) Kabupaten Pangandaran mempunyai batas-batas wilayah: 

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa 

Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa 
Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih 

Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa 
Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua 
Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya; 

b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, 

Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan 
Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa 
Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan 

Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah; 

c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; 
dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan 

Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, 
Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan 
Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa 

Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik 
koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-
pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini. 

 

 

 

 

 

(3) Penetapan . . . 
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(3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Pangandaran secara 

pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling 
lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten 

Pangandaran. 

Pasal 6 

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten 
Pangandaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pangandaran sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah 
kabupaten/kota di sekitarnya. 

Bagian Keempat 

Ibu Kota 

Pasal 7 

Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan 
Parigi. 

BAB III 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Pasal 8 

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan 
Kabupaten Pangandaran mencakup urusan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

BAB IV . . . 
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BAB IV 

PEMERINTAHAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Peresmian Daerah Otonom Baru                                                    

dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah 

Pasal 9 

Peresmian Kabupaten Pangandaran dan pelantikan Penjabat 
Bupati Pangandaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas 
nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang-

Undang ini diundangkan. 

Bagian Kedua 

Pemerintah Daerah 

Pasal 10 

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di 

Kabupaten Pangandaran, dipilih dan disahkan Bupati 
dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat          

2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Pangandaran. 

(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam 
Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati 

dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Jawa 
Barat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.  

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan 
pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta 

memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa 

Barat untuk melantik Penjabat Bupati Pangandaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

 

 

(5) Menteri . . . 
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(5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat 

mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau 
menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(6) Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan, 

pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja 
Penjabat Bupati Pangandaran dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi 

dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan 
fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati 

dan/atau Wakil Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Pasal 12 

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten 
Pangandaran dibentuk perangkat daerah yang meliputi 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur 
Perangkat Daerah lainnya dengan mempertimbangkan 
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Pangandaran paling 
lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan. 

Bagian Ketiga 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pasal 13 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pangandaran dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum 

Tahun 2014. 

 (2) Jumlah . . . 
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(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan 
paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan 

sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Ciamis. 

BAB V 

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN 

Pasal 14 

(1) Bupati Ciamis bersama Penjabat Bupati Pangandaran 

mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, 
penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran sesuai dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Bupati 
Ciamis.  

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan 
Penjabat Bupati Pangandaran. 

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak 

pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran. 

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan 

kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pangandaran. 

(5) Gubernur Jawa Barat mengoordinasikan dan memfasilitasi 

pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen 
kepada Kabupaten Pangandaran. 

 

 

 

(6) Gaji . . . 
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(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pangandaran, dibebankan pada anggaran pendapatan dan 

belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (3) meliputi: 

a. barang milik Kabupaten Ciamis yang bergerak dan 

tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Pangandaran yang berada dalam wilayah Kabupaten 

Pangandaran; 

b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ciamis yang 

kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di 
Kabupaten Pangandaran; 

c. utang piutang Kabupaten Ciamis yang kegunaannya 

untuk Kabupaten Pangandaran menjadi tanggung 
jawab Kabupaten Pangandaran; dan  

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan 
oleh Kabupaten Pangandaran. 

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai 
dilaksanakan oleh Bupati Ciamis, Gubernur Jawa Barat 
selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam 

waktu paling lambat 1 (satu) tahun. 

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset 

serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri 
Dalam Negeri. 

BAB VI 

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,              

HIBAH, DAN BANTUAN DANA 

Pasal 15 

(1) Kabupaten Pangandaran berhak mendapatkan alokasi 

dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 

 
(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus 
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai kesanggupannya 

memberikan hibah berupa uang untuk menunjang 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten 
Pangandaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau 
Wakil Bupati Pangandaran pertama kali sebesar 

Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). 

(2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan 

dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebesar 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) 

setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta 
untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil 

Bupati Pangandaran pertama kali sebesar 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati 
Pangandaran. 

(4) Apabila Kabupaten Ciamis tidak memenuhi 
kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
mengurangi penerimaan dana perimbangan dari 
Kabupaten Ciamis untuk diberikan kepada Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran. 

(5) Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi 

kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan 

dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan kepada 
Pemerintah Kabupaten Pangandaran. 

 

 

 

 

(6) Penjabat . . . 
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(6) Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati 
Ciamis. 

(7) Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah 

dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat. 

 

Pasal 17 

Penjabat Bupati Pangandaran berkewajiban melakukan 
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN 

Pasal 18 

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus 

terhadap Kabupaten Pangandaran dalam waktu 3 (tiga) 
tahun sejak diresmikan. 

(2) Pemerintah bersama Gubernur Jawa Barat melakukan 

evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 
Kabupaten Pangandaran sesuai peraturan perundang-

undangan. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah 

dan/atau Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 

 

BAB VIII . . . 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Pemilihan 

Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Pangandaran 
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran untuk tahun anggaran berikutnya. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati Pangandaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan 

oleh Gubernur Jawa Barat. 

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati 

Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 20 

Sebelum Bupati Pangandaran bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan peraturan 

daerah, dan Bupati Pangandaran menetapkan peraturan bupati 
sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan 

daerah dan Peraturan Bupati Ciamis sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di 
Kabupaten Pangandaran. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Kabupaten Pangandaran harus disesuaikan dengan Undang-
Undang ini. 

Pasal 22 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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 pada tanggal 16 November 2012 

  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2012  

TENTANG 

PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT 

 
 

I. UMUM 

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah ±35.377,76 km2 dengan 
penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±45.423.259 jiwa terdiri atas                

17 (tujuh belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, perlu memacu 
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kabupaten Ciamis yang mempunyai luas wilayah ±2.424,71 km2 dengan 
jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±1.746.795 jiwa terdiri atas 

36 (tiga puluh enam) kecamatan dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) 
desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan 
untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan 
antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun 

kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan 
mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya 
bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi 

antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan 
menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. 

Kabupaten Ciamis berada pada bagian timur Provinsi Jawa Barat yang 
berkembang pesat. Memiliki posisi strategis karena dilalui jalan Negara yang 

menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten Ciamis memiliki kekayaan alam yang potensial seperti wilayah 
yang cocok untuk pertanian, pertambangan/galian, pariwisata dan 

perikanan laut, memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. 
Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari pesisir Samudera Hindia yang 
berkembang menjadi salah satu tujuan wisata kelas nasional dan bahkan 

sudah banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, yaitu kawasan 
Pangandaran. 

 

 

 

 

 

Kendala . . . 
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Kendala yang ada dimiliki oleh Kabupaten Ciamis adalah rendahnya 

kapasitas pelayanan yang dikarenakan kondisi geografis dan kondisi yang 
wilayah yang berbeda-beda di antara kecamatan-kecamatan. Di antara 
kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ciamis yang menghadapi kondisi 

geografis terberat adalah kecamatan-kecamatan di bagian selatan Ciamis 
yakni Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Padaherang, Kecamatan 

Mangunjaya, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan 
Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, dan 
Kecamatan Langkaplancar, keseluruhan kecamatan ini mengalami 

ketidakefektifan dalam masalah pelayanan publik. 

Secara umum berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk, permasalahan 
kesejahteraan penduduk relatif terfokus di daerah Kabupaten Ciamis bagian 

utara, bila dibandingkan dengan Ciamis bagian selatan. Sementara PDRB 
perkapita nonmigas di Ciamis Selatan relatif lebih tinggi daripada di Ciamis 

utara dan tengah. 

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di 
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum 

sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan 
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah 

otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan 

dalam: 

a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis            
Nomor : 3 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Persetujuan 

Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari 
Kabupaten Ciamis;   

b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis             
Nomor : 188.4/Kep.1/DPRD/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang 
Perubahan Pasal 2 Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 3           

Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten 
Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis; 

c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis           
Nomor : 188.4/Kep.17/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang 
Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk 
Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran; 

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis           

Nomor : 188.4/Kep.19/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang 
Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Penyerahan Aset Yang 

Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten 
Pangandaran; 

 e. Keputusan . . . 
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e. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.47-Huk/2009 tanggal                

13 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten 
Pangandaran Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Ciamis; 

f. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor : 181/12-

HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis 
Nomor 181/2/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan 

DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk 
Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran; 

g. Berita Acara Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor : 181/21-
HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis 
Nomor 181/3/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Penyerahan Aset 

Yang Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten 
Pangandaran; 

h. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.338-Huk/2010 tanggal             
29 Juni 2010 tentang Besaran Hibah Untuk Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran; 

i. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.339-Huk/2010 tanggal            

29 Juni 2010 tentang Daftar Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang 
Kabupaten Ciamis Yang Akan Diserahkan ke Calon Daerah Otonomi Baru 
Kabupaten Pangandaran; 

j. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.340-Huk/2010 tanggal            
29 Juni 2010 tentang Rincian Cakupan Wilayah Calon Kabupaten 
Pangandaran; 

k. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat          
Nomor : 135/Kep.DPRD-19/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang 

Persetujuan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Ciamis; 

l. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat          

Nomor : 135/Kep.DPRD-23/2010 tanggal 29 November 2010 tentang 
Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tentang Persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran 
Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;  

m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 
tanggal 12 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur 
Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan 

Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran; dan 

 

 

 

 

n. Keputusan . . . 
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n. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 130/Kep.942-Otdaksm/2010 

tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa 
Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan 
Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran. 

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan 
menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan 

bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pangandaran. 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari 
Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan 

Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, 
Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, 
Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan 

Sidamulih. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah keseluruhan 
±1.010 km2 dengan jumlah penduduk ±426.171 jiwa pada tahun 2011 dan 

92 (sembilan puluh dua) desa/kelurahan. 

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom, 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi 

terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat 
Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, 

serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset 
dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.   

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pangandaran perlu 
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan 

sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan 
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 

 Ayat (1) 

Huruf a 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Parigi adalah 

Desa Parigi, Desa Ciliang, Desa Cibenda, Desa Karangbenda, 
Desa Karangjaladri, Desa Cintaratu, Desa Cintakarya, Desa 

Selasari, Desa Parakanmanggu, dan Desa Bojong. 

Huruf b 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cijulang adalah 

Desa Cijulang, Desa Cibanten, Desa Ciakar, Desa 
Kondangjajar, Desa Batukaras, Desa Kertajaya, dan Desa 
Margacinta. 

Huruf c 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cimerak adalah 

Desa Cimerak, Desa Masawah, Desa Sindangsari, Desa 
Mekarsari, Desa Sukajaya, Desa Kertamukti, Desa Ciparanti, 
Desa Kertaharja, Desa Legokjawa, Desa Limusgede, dan Desa 

Batumalang. 

Huruf d 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cigugur adalah 
Desa Cigugur, Desa Campaka, Desa Cimindi, Desa Bunisari, 
Desa Kertajaya, Desa Pagerbumi, dan Desa Harumandala. 

Huruf e 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Langkaplancar 
adalah Desa Langkaplancar, Desa Bangunjaya, Desa 

Pangkalan, Desa Bojongkondang, Desa Jayasari, Desa 
Karangkamiri, Desa Bojong, Desa Cimanggu, Desa Jadikarya, 

Desa Bangunkarya, Desa Sukamulya, Desa Jadimulya, Desa 
Mekarwangi, dan Desa Cisarua. 

Huruf f 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mangunjaya 
adalah Desa Mangunjaya, Desa Kertajaya, Desa Sukamaju, 

Desa Sindangjaya, dan Desa Jangraga. 

 

 

 

 

 

 

 

Huruf g . . . 
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Huruf g 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Padaherang 
adalah Desa Padaherang, Desa Pasirgelis, Desa Karangmulya, 
Desa Kedungwuluh, Desa Karangpawitan, Desa Cibogo, Desa 

Maruyungsari, Desa Panyutran, Desa Paledah, Desa 
Ciganjeng, Desa Bojongsari, Desa Sindangwangi, Desa Suka 

Nagara, dan Desa Karangsari. 

Huruf h 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Kalipucang 

adalah Desa Kalipucang, Desa Tunggilis, Desa Banjarharja, 
Desa Ciparakan, Desa Cibuluh, Desa Emplak, Desa Pamotan, 
Desa Bagolo, dan Desa Putrapinggan. 

Huruf i 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pangandaran 

adalah Desa Pangandaran, Desa Babakan, Desa Pananjung, 
Desa Sukahurip, Desa Purbahayu, Desa Pagergunung, Desa 
Wonoharjo, dan Desa Sidomulyo. 

Huruf j 

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sidamulih 

adalah Desa Sidamulih, Desa Pajaten, Desa Kalijati, Desa 
Cikembulan, Desa Cikalong, Desa Sukaresik, dan Desa 
Kersaratu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Ciamis setelah terbentuknya 
Kabupaten Pangandaran adalah mencakup wilayah Kecamatan Ciamis, 

Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sadananya, 
Kecamatan Cidolog, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Panumbangan, 
Kecamatan Panjalu, Kecamatan Kawali, Kecamatan Panawangan, 

Kecamatan Cipaku, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, 
Kecamatan Sukadana, Kecamatan Rancah, Kecamatan  Tambaksari, 

Kecamatan Lakbok, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pamarican, 
Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, 
Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Lumbung, dan 

Kecamatan Purwadadi. 

 

 

 

 

Pasal 5 . . . 
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Pasal 5 

Ayat (1)  

  Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 
1:100.000. 

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah 
persetujuan berupa tanda tangan Bupati dan Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, Wakil Bupati Cilacap 

dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cilacap,  Bupati 
Tasikmalaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tasikmalaya yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah 

otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi 
Geospasial (BIG). 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pangandaran khususnya 
guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa 
yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan 

adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran harus disusun secara 

serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 
Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

 

 

 

 

Pasal 9 . . . 
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Pasal 9 

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran dapat 
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu 
kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten. 

Pasal 10 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Penjabat Bupati Pangandaran diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat 

dengan pertimbangan Bupati Ciamis. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran 
untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dan bantuan dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Pasal 12 

 Cukup jelas.  

Pasal 13 

Cukup jelas.  

Pasal 14 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran 
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah 
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten 

Ciamis dalam wilayah Kabupaten Pangandaran. 

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum 

berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah 
Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ciamis yang 

berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten 
Pangandaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis 

kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. 

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 
pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk 

dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan 
melakukan kerja sama. 

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk 

Kabupaten Pangandaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.  

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan 
daftar inventaris. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

Ayat (8) . . . 
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Ayat (8)  

Cukup jelas. 

Ayat (9)  

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah 

pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis 
Nomor 188.4/Kep.17/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 dan 

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.338-Huk/2010 tanggal 
29 Juni 2010.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam 
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan 

pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan 

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.942-
Otdaksm/2010 tanggal 30 Juni 2010. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan                              
Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana 

Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang 
Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada 
Daerah Otonom Baru. 

Ayat (5)  

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan                             
Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana 
Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang 

Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada 
Daerah Otonom Baru. 

 

 

 

Ayat (6) . . . 
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Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas.  

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5363 



 
 

 LAMPIRAN 
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 21 TAHUN 2012    
 TENTANG 
  PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN 

 DI PROVINSI JAWA BARAT 
 

 

  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

       ttd.            

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 





















INTERVIEW GUIDE 

 

1. Mengapa Kabupaten Pangandaran menuntut pemekaran dari 

Kabupaten Ciamis? 

 

2. Sejauh mana urgensi dalam upaya realisasi Pemekaran Kabupaten 

Pangandaran? 

 

3. Tuntutan apa yang diminta masyarakat daerah Kabupaten Pangandaran 

sebelum pemekaran? 

 

4. Apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam 

memenuhi tuntutan masyarakat calon daerah pemekaran pada saat itu? 

 

5. Kendala apa yang dihadapi dalam upaya menuntut pemekaran kepada 

Kabupaten Ciamis? 

 

6. Siapa yang paling berperan dalam upaya pemekaran Kabupaten 

Pangandaran? 

 

7. Apakah dampak yang paling dikhawatirkan setelah terjadinya 

pemekaran Kabupaten Pangandaran? 

 

8. Bagaimana upaya pemerintah Kabuapten Ciamis dalam upaya 

membantu Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan roda 

pemerintahan? 

 

9. Sejauh mana persiapan Kabupaten Ciamis dalam mengahadapi dan 

mengatasi dampak – dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya 

Pemekaran daerah otonom, Kabupaten Pangandaran? 

 

10. Bagaimana tanggung jawab orang yang paling memiliki peran dalam 

upaya pemekaran Kabupaten Pangandaran? 

 

11. Bagaimanakah alur pembentukan Kabupaten Pangandaran? 

 

12. Apa yang menjadi tantangan dalam pembentukan Kabupaten 

Pangandaran? 

 

13. Seberapa siapkah Pangandaran menjadi Kabupaten yang otonom? 
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